Menimbang

Mengingat

BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat
(1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum
Daerah Waru; '

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan
Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/
Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/
PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik
di Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/
SK/Per/11/1988 tentang Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 /Menkes/SK/
I1/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib
Dilaksanakan Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/
SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/
SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf
Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;




21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 2 Tahun 2014;

22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2014
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
Umum Daerah Waru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL

(HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan;

Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten
Pamekasan;

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten
Pamekasan

Peraturan Internal (Hospital Bylaws) adalah peraturan internal rumah
sakit yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai
pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis .
beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan
haknya masing-masing.

Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah peraturan
internal yang mengatur fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban,
kewenangan, dan hak dari staf medis di rumah sakit.

Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur
dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Sub Bagian, dan
Kepala Seksi.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan hak seseorang pegawai
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Pelayanan Keschatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif.

Staf medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi
Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit-unit
pelayanan rumah sakit.

Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan
rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi,
kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.




c¢. responsibilitas;
d. independensi; dan

e. kesetaraan dan kewajaran.
Pasal 3

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,
tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai
dengan ketentuan.

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3) Pengelompokan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional
antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan
prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian
organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang
jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada
pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 4

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi
yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,

' merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang
dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat
Qi_pgg{:_a_nggungjawabkan.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
¢, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan
organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d,
merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kesetaraan dan kewajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf e, merupakan pemberian perlakuan yang setara dan
wajar kepada pemangku kepentingan (penerima layanan) sesuai
dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada rumah sakit
tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Pasal S5

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diwujudkan
dalam perencanaan, evaluasi, dan laporan/pertanggungjawaban dalam
sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi,
manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.




BAB III
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)
Bagian Kesatu
Identitas RSUD
Pasal 6

(1) Identitas RSUD sebagai berikut:
a. nama : RSUD Waru

b. kelas :D

c. jenis : Rumah Sakit Umum Daerah

d. alamat : Jalan Raya Waru-Pasean Kecamatan
Waru
Telepon 0324 510501
Email:
rsudwaru.pamekasan@gmail.com

(2) Logo RSUD sesuai dengan logo Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Visi, Misi, dan Motto
Pasal 7

(1) Visi rumah sakit adalah Menjadi Rumah Sakit Terpercaya di
Kabupaten Pamekasan.

(2) Pengertian terpercaya adalah memberikan kepastian akan

kemampuan secara profesional dalam memberikan pelayanan untuk
memenuhi harapan masyarakat.

(3) Misi rumah sakit adalah:

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan di Indonesia;

b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas,
mengutamakan keselamatan pasien, dan terjangkau seluruh
masyarakat; dan _

c. menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah
serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(4) Motto rumah sakit adalah profesional, tulus, jujur, dan ikhlas

(PRO TUJU IKHLAS).

Pasal 8

Terhadap visi dan misi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diumumkan kepada publik serta dapat dievaluasi sesuai dengan RPJMD.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi RSUD
Pasal 9

(1) RSUD berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah

Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang
pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.




(2) Tugas RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna.

(3) Fungsi RSUD adalah:

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumabh sakit; dan

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan sesuai
dengan kebutuhan medis.

Bagian Keempat
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Para_graf 1
Wewenang
Pasal 10

Wewenang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a.
b.

menyusun dan menetapkan regulasi;

memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan
penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai atas usulan
Direktur; dan

mengatur aset yang berada di lingkungan RSUD.

Paragraf 2
Tanggung Jawab
Pasal 11

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a.
b.

a0

b

R

ks b
. .

menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD bagi fakir
miskin, atau orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD;

memberikan perlindungan kepada RSUD agar dapat memberikan
pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa
pelayanan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; :

menggerakkan peran serta masyarakat dalam peningkatan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di RSUD
akibat bencana dan kejadian luar biasa;

menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan

mengatur  pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan
berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.




Bagian Kelima
Tugas, Kewajiban, Kewenangan, dan
Tanggung Jawab Direktur
Pasal 12

Direktur bertugas dan berkewajiban:

memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan yang

a.
telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya
guna dan hasil guna;

b. memelihara, menjaga, dan mengelola kekayaan rumah sakit;

c. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan;

d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola
rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan;

e. mengelola rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;

f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi
rumah sakit sesuai ketentuan;

g. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan

h. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional
dan keuangan rumah sakit.

Pasal 13

Direktur berwenang:

a. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;

b. menetapkan Peraturan Direktur tentang Peraturan Internal Staf
Medis, Peraturan Internal Staf Keperawatan, Peraturan Direktur
tentang Kebijakan, Peraturan Direktur tentang Pedoman, Peraturan
Direktur tentang Panduan, dan Standar Prosedur Operasional;

c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah
sakit;

d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pegawai rumah sakit;

f. memberikan sanksi yang bersifat mendidik;

g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola
di bawah Direktur kepada Bupati;

h. mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen
sepanjang diperlukan;

i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung
dengan uraian tugas masing-masing;

j. menandatangani perjanjian dengan pihak lain bersifat teknis
operasional pelayanan;

k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada bawahan; dan

fad
.

meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat pengelola
di bawah Direktur. " - S
Pasal 14

Direktur bertanggungjawab atas:

a.
b.
c.

kebijakan rumah sakit;

kelancaran, efektifitas, dan efisiensi kegiatan rumah sakit; dan
kesesuaian program kerja, pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan, serta laporan kegiatan.




Bagian Keenam
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan organisasi RSUD terdiri atas:

a. Direktur, yang merupakan pemimpin rumah sakit;

b. Sub Bagian Tata Usaha, yang merupakan pejabat administrasi dan
keuangan rumah sakit;

c. Seksi pelayanan medik dan keperawatan, merupakan pejabat teknis
rumah sakit di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan

d. Seksi penunjang medik dan non medik merupakan pejabat teknis
rumah sakit di bidang penunjang medik dan non medik.

Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana
Paragraf 1
Instalasi
Pasal 17

(1) Dalam menyelenggar 1 pelayanan kesehatan, dibentuk Instalasi
yang merupakan unit pelayanan fungsional.

(2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Direktur,

(3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib
berkoordinasi dengan seksi terkait.

(5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga

" fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 18

(1) Pembentukan dan perubahan Instalasi didasarkan atas analisis
organisasi dan kebutuhan.

(2) Pembentukan, perubahan jumlah, dan jenis Instalasi wajib dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan,
melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan
pelayanan di Instalasi masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.




(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Staf Medis Fungsional
Pasal 21

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang
medis dalam jabatan fungsional.

(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional berkoordinasi
dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung

Paragraf 1
Satuan Pengawas Intern
Pasal 22

(1) Satuan Pengawas Intern dibentuk oleh Direktur dalam rangka
pengawasan intern dan monitoring.

(2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Direktur.

Pasal 23

Ruang lingkup penilaian Satuan Pengawas Intern meliputi:

a. jaminan keamanan aset rumah sakit;

b. kehandalan dan integritas dari informasi keuangan dan pelayanan;
dan

c. efektif dan efisiensi penggunaan sumber daya;

Pasal 24

Satuan Pengawas Intern dalam melaks

berwenang:

a. melakukan pengkajian dan pengendalian internal secara independen;

b. mendapatkan catatan dan informasi yang berkaitan langsung dengan
karyawan;

c. melakukan pengawasan internal secara periodik; dan

d. melaporkan kepada Direktur atas setiap hambatan akses data dan
informasi.

tanggungjawabnya,




Paragraf 2
Komite Medik

Pasal 25

Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf

medis dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan
pelayanan medis di rumah sakit;

b. memelihara mutu profesi staf medis; dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi medis.

Pasal 26

(1) Anggota dan Sekretaris Komite Medik berhak memperoleh insentif
sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.

(2) Pelaksanaan kegiatan Komite Medik dibiayai dari anggaran rumah
sakit dan dimuat dalam RKA.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas kredensial, Komite Medik memiliki

fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan dan pengompilasian daftar kewenangan klinis sesuai
dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma
keprofesian;

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:

1. kompetensi;

2. kesehatan fisik dan mental;

3. perilaku; dan

4. etika profesi.

evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi

c.
berkelanjutan;

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;

e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis;

f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan

rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;

melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa
berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite
Medik; dan

h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat klinis.

i

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi, staf medis

komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan audit medis;

b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan
berkelanjutan bagi staf medis;

c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan
berkelanjutan bagi staf medis; dan

d. rekomendasi pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.




Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku
profesi, Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:

pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;

pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional; dan

pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan
etis pada asuhan medis pasien.

ROoTE

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Medik dapat
dibantu oleh tim/panitia adhoc.

(2) Tim/Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Direktur berdasarkan usulan ketua Komite Medik.

(3) Tim/Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari.

(4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain,
perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau
institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Paragraf 3
Pengorganisasian
Pasal 31

Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur
dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 32
(1) Susunan organisasi Komite Medik terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. subkomite.

(2) Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan
organisasi K omite Medik paling sedikit terdiri atas:
a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.

Pasal 33

(1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan
masukan dari staf medis.

(2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua Subkomite ditetapkan oleh
Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite M edik
dengan memperhatikan masukan dari staf medis.




Pasal 34

(1) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

(2) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan jumlah staf medis.

Pasal 35

(1) Anggota Komite Medik terbagi ke dalam Subkomite.
(2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
' 4. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf
medis;
b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan
kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga
disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Paragraf 4
Hubungan Komite Medik dengan Direktur
Pasal 36

Hubungan Komite Medik dengan Direktur adalah:

a. Direktur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang
diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medik; dan
b. Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 37

Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur berkaitan dengan:

a. mutu pelayanan medis;
b. pembinaan etik kedokteran; dan
c. pengembangan profesi medis.

Paragraf 5
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 38

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite Medik
dilakukan oleh badan yang berwenang.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk meningkatkan kinerja K omite Medik dalam
rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
c. monitoring dan evaluasi.

(4) Dalam rangka pembinaan, para pihak yang bertanggung jawab
dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau
tertulis. '




Bagian Kelima
Rapat Komite Medik
Pasal 39

(1) Mekanisme pengambilan keputusan Komite M edik berdasarkan
pendekatan berbasis bukti.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat
Komite Medik dan sub komite.

(3) Mekanisme, jenis, dan pelaksanaan rapat diatur lebih lanjut dalam
tata laksana rapat pengambilan keputusan Komite Medik.

Bagian Keenam
Subkomite Kredensial
Pasal 40

(1) Subkomite kredensial bertujuan untuk:
a. mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan
akuntabel;
b. menyusun kewenangan klinis bagi setiap staf medis;
e. memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagal dasar
penerbitan penugasan klinis; dan
d. menjaga reputasi dan kredibilitas staf medis dan RSUD.
(2) Subkomite kredensial terdiri dari:
a. ketua subkomite kredensial;
b. sekretaris; dan
C. anggota.
(3) Subkomite kredensial bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

Bagian Ketujuh
Subkomite Mutu Profesi
Pasal 41

(1) Subkomite mutu profesi bertujuan untuk:
a. membentuk dan memastikan staf medis yang bermutu, kompeten,
etis, dan profesional;
b. memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh
kesempatan memelihara kompetensi dan kewenangan Kklinis;
¢. mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan; dan
d. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis
melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang
berkesinambungan, dan evaluasi kinerja profesi yang terfokus.
(2) Subkomite mutu terdiri dari: - S
a. ketua subkomite mutu; dan
b. anggota
(3) Mekanisme kerja subkomite mutu profesi diatur lebih lanjut dalam
tata laksana:
a.tata kelola klinis;
b.audit medis;
C. pembahasan kasus kematian;
d.pembahasan kasus sulit;




e. evidence-based practice dan health technology assessment; dan
f. pendampingan profesi medis.
(4) Subkomite mutu profesi bertanggung jawab kepada ketua komite

medik.

Bagian Kedelapan
Subkomite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 42

(1) Subkomite etika dan disiplin profesi bertujuan untuk:

a. melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak
memenuhi syarat dan tidak layak untuk melakukan asuhan klinis;
dan

b. memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis
di rumah sakit.

(2) Sub komite etika dan disiplin profesi terdiri dari:

a. ketua subkomite etika dan disiplin profesi; dan

b. anggota.

(3) Mekanisme kerja subkomite etika dan disiplin profesi diatur lebih
lanjut dalam tata laksana:

a. pendisiplinan perilaku profesional;

b. pembinaan profesionalisme kedokteran; dan

c. pertimbangan keputusan etik.

(4) Subkomite etik dan disiplin profesi bertanggung jawab kepada

ketua komite medik. o

BAB IV
KOMITE KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap
rumah sakit harus membentuk Komite Keperawatan. _ )

(2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang
dibentuk di rumah sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga
keperawatan.

(3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 44
(1) Komite  Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan
yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
¢. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan,




(2)

3)

)

Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan
memiliki tugas sebagai berikut:
a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;

b. melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;

c. merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;

d. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;

e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan; dan

f melaporkan seluruh proses kredensial kepada Ketua

Komite Keperawatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Direktur.

Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite

Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai
dengan area praktik;

b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional
berkelanjutan tenaga keperawatan;

c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan

d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku

profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas

sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;

b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga
keperawatan,

c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin
dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan
asuhan keperawatan dan kebidanan;

d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan

e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis
dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Keperawatan

berwenang:

a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis;

b. memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis;

c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu;

d. memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis;

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan
kebidanan;

f memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan
kebidanan berkelanjutan; dan

g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan

rekomendasi pemberian tindakan disiplin.




BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN RSUD DAN PASIEN
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban RSUD
Pasal 46

(1) Hak RSUD adalah:

(2)

a.

'b.

g
h

menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya
manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
mengembangkan pelayanan;

menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan;

mempromosikan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

mendapatkan insentif pajak.

Kewajiban RSUD adalah:

a.

b.

ok o
11

e

memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah
sakit kepada masyarakat;

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti
diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan
pasien sesuai dengan standar pelayanan keselamatan pasien;
memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai
dengan kemampuan pelayanan;

berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada
saat bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanan;
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak
mampu atau miskin;

melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan
fasilitas pelayanan pasien tidak mampu /miskin, pelayanan
gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan
korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi
misi kemanusiaan; )

membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien;
menyelenggarakan rekam medis;

menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara
lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang
cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
melaksanakan sistem rujukan;

menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar
profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;




(1)

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
hak dan kewajiban pasien;

menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

melaksanakan etika rumah sakit;

memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan
bencana;

melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik
secara regional maupun nasional;

membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik
kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit
(hospital bylaws);

melindungi dan bertanggung jawab secara hukum bagi semua
petugas dalam melaksanakan tugas; dan

memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai
kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 47

Pasien berhak untuk:

a.

b.

C.

memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan
yang berlaku;

memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
memperoleh layanan yang manusiawi adil, jujur, dan tanpa
deskriminasi;

memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional;

memperoleh layanan yang ofektif dan efisien sehingga pasien
terhindar dari kerugian fisik dan materi;

mengajukan pengaduan  atas kualitas pelayanan yang
didapatkan;

memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan
dan peraturan yang berlaku;

meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada
dokter lain yang mempunyai surat jjin praktek baik di dalam
maupun di luar rumah sakit;
mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita
terhadap data medisnya;

mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara
tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan,
resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya
pengobatan;

memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan
yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit
yang diderita;

didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;




m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut;

n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di rumah sakit;

o. mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas perlakuan rumah
sakit terhadap dirinya;

p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai
dengan agama atau kepercayaan yang dianut;

q. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila diduga
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik
secara perdata maupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pasien berkewajiban untuk:

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal yang
berkaitan dengan masalah kesehatan; dan

b. menaati seluruh prosedur yang berlaku di rumah sakit.

BAB V1
PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII
Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 November 2016
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